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PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : '} TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN
TERNAK KELUAR DAERAH KABUPATEN ILAMPUNG TIMUR

Menimbang

Mengingat

F\)

(98]

PENJABAT BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2004
tentang Retribusi Ternak Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur
dalam upaya menjaga keseimbangan populasi dan kebutuhan ternak
di Kabupaten Lampung Timur maka perlu kegiatan pelayanan
pemeriksaan ternak yang akan keluar dari Kabupaten Lampung
Timur ;

bahwa sehubungan dengan maksud hurup a diatas, perlu ditetapkan
tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan Ternak
Keluar Daerah Kabupaten Lampung Timur;

bahwa tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud huruf b
dhatas,perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Undang - undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat [T Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat
Il Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat I Metro
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 46, Tambahan Lembaran
Negara Nomor - 3825 ) |

Undang — undang Nomor : 06 Tahun 1967 tentang Ketentuan -
ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan

Undang - undang Nomor : 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
25, Tambahan ILembaran Negara Republik Indonesia  Nomor :
3209 ) .

Undang — undang Momor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang - undang Nomor © 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Negara Nomor © 40848 ) |

Undang - undang Neomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;

Undang — undang Momor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan [.embaran Negara 4438 )
Peraturan Pemerintah Nomor @ 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan - Pemberantasan dan - Pengobatan  Penyakit — Hewan
( Lembaran Lembaran Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan I.embaran
Negara Tahun 1977 Nomor : 3101 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1977 tentang Keschatan
Masyarakat Veteriner ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor : 3253 ) :



)

Menctapkan

9. Peraturan Pemernmtah Nomor - 23 Tahun 2000 entang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagar Daerah Otonomi |

(0. Peraturan Pemerintah Nomor @ 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Dacrah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
[.embaran Negara Nomor : 4139 ) ;

i1 Peraturan Daerah Nomor @ 38 Tahun 2000 tentang Kcwenangan
Pemerintah Dacrah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah
Otonom .

2. Peraturan Daerah Nomor : 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisast dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung
Timur :

[}

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 08 Tahun
2004 tentang  Retribust Pemertksaan  Ternak  Keluar  Dacrah
Kabupaten Lampung Timur

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATE TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSE PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan e vang dimaksud dengan

& Dacrah adalah Kabupaten Lampung Timur :

2 Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur |

3 Bupati adalah Bupat Lampung Timur :

4 Dinas Peternakan adalabh Dimas Peternakan Kabupaten Lampung
Timur .

h Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung
Tomur

6 Pctugas Pemungut adalah Pegawar vang di bert tugas tertentu di bidang

Retrbuse Dacrah sesuar denpan Ketentuan Peraturan Perundang
undangan vang berlaku -

7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas. perscroan lainnva, Badan Usaha Mihik Negara atau Dacrah
dengan nama dan bentuk apapun, persckutuan | perkumpulan, firma,
kongst, koperast vayasan aiau organisast sejents, lembaga dana pensiun,
hentuk usaha serta bentuk badan usaba Tamnva -

N Retobuse Jasa Usaha adalah Rewnbust atas jasa vang disediakan
diberikan oleh Pemermtalh Dacrah dengan menganut prinsip

prinsip komerstal - karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta



9. Retribust Pemertksaan  fernak Keluar Daerah Kabupaten Lampung
Timur  sclanjutnva  discbut Retribust  adalah pembavaran  atas
pelavanaan. Pemeriksaan vang keluar Daerah Kabupaten Lampung
Timur ;

10, I

[T, Masa Retribust adalah suatu jangka waktu tertentu vang merupakan
batas waktu bagt Wanb Retribust

12, Surat Pendaftaran Retribust Dacrah yang dapat disingkat SPRD, adalah
surat yang digunakan oleh wajb retribust untuk melaporkan objek
retribusi, dan sebagai dasar perhitungan dan pembayvaran retribusi yvang
terutang menurut peraturan perundang — undangan retribusi daerah ;

13 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah
Surat Keputusan vang menentukan besarnva jumlah retribust vang
terutang |

14 Surat Ketetapan Retribust Dacrah Kurang Bayar Tambahan Yang
disingkat SKRDKBT, adalah Surat Kceputusan — vang menentukan
tambahan atas jumlah retribust vang telah ditetapkan ;

15 Surat Ketetapan Retribust Daerah  l.ebth Bayar vang disingkat
SKRDLB. adalah Surat Keputusan yang menentukan jumiah kelebihan
pembayaran retribust karena jumlah kredit retribust lebth besar dan
pada retribusi vang terutang atau vang seharusnva tidak terutang :

16 Surat Tagthan Retribust Dacrah vang disingkat STRD. adalah Surat
untuk melakukan Tagrhan Retribust dan atas sankst administrast berupa
bunga dan atau denda ;

17 Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen fain yang disampatkan, SKRDKBT dan
SKRDEB vany diajukan oleh Wayib Retribust .

I8 Pengawasan  adalah  scrangkaian Kegiatan untuk  mencarn,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam
canplka penpawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribust Dacerah
berdasarkan peraturan Perundang,  undangan retribust dacrah

BAB 1

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

-

Pasal 2

Denpan Nama Retribust Pemertksaan Ternak Keluar Daerah di pungut retribust sebagat

pembayaran atas pelavanan pemendeaann Fernak Foeluar Dacrah
Pasal 3

Objek Retribust adalahy setrap hewan ternak vang keluar Dacraly,



Pasal 4
Subjek Retribust adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan jasa pemeriksaan Ternak
Keluar Daerah.
BAB III
KETENTUAN PEMERIKSAAN
Pasal 5

(1) Sctiap hewan ternak vang akan keluar dacrah harus disertar dengan

a p(‘lh(‘!ll«.\':l:\n statna bepenalikoan S aarat beterangan jual belr ternab
b petncnk i tanda bukte penerimaan retnibust Pemertksaan Ternak Keluar
Dacrah .
e c.  surat keterangan keschatan ternak dart petugas lokasi asal ternak.

(25 Sctiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud - ayat (1) diberikan Surat Keterangan
yvang bentuk dan macamnya ditentukan oleh Kepala Dinas.
Pasal 6

Setiap Pemeriksaan Ternak Keluar Daerah di kenakan jasa pemeriksaan kepada pemiliknya.

Pasal 7
Setiap hewan yang menderita sakit dapat dijual belikan setefah drperiksa oleh para medis

peternakan _tetapr dilarang untuk dibawa keluar dacrah

BAB IV
MEKANISME PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH
Pasal 8

(1) Perusahaan dan atau Pedagang mengajukan Permohonan Surat 17zin Pengeluaran
Ternak kepada Kepala Dinas.

n

(2)  Kepala Dinas dapat menerbitkan Suratvzin pengeluaran ternak .
(3)  Surat Izin Pengeluaran Ternak agar diterbitkan apabila telah ada -

A Saeal Kcterangean stato bepenahilan teornk wovad poal bele toral
Iy Fandan bukte penciomaan setedbose pemetdhsann teenah keluar Dacrahy

¢ Surat Keterangan Kesehatan ternek darr petugas berwenang lokasi asal ternak.



BAB Y
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi Pemeriksaan Ternak di golongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak vang diperiksa.

@‘ BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penctapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh Keuntungan yang favak sebagaimana keuntungan vang pantas di
terima oleh pengusaha scjenis vang berorientast pada harga pasar

. BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) Struktur tant di golongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak.
(2) Besarnya tarif di tetapkan berdasarkan tartt pasar yang berfaku di wilayah dacrah

(3) Dalam hal tanf pasar yvang sulit ditemukan | maka tanf ditetapkan sebagar jumlah,
pembayaran peruntt satuan pelayanan jasa vang merupakan jumlah unsur-unsur tarif
yvang meliput
a. unsur brava per-satuan penvediaan jasa
b. unsur kcuntungan vang dikehendaki per-satuan-jasa.

(4) Biayascbagaimana dimaksud pada avat ¢ 3 ) huruf a mchput

a.  biaya opcrasional langsung vang meliputi braya belanja pegawai termasuk pegawai
tidak tetap. belanja barang |, belanja pemeliharaan. sewa tanah dan bangunan, biava
Jistrik dan semua biava rutin / periodik lainnya vyang berkaitan langsung dengan

I S
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vang mendukung penvediaan jasa

¢. braya modal vang berkaitan dengan tersedranya aktiva tetap dan aktiva fainnva
vang berjangka mencngah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga
pinjaman | nifar sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset.

blaya - biaya lainnva yang berhubungan dengan penyediaan jasa sepertt bunga atas
pinjaman jangka pendek.

=S

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf b di tetapkan dalam presentase
tertentu dar total sebagaimana dimaksud pada avat ( 4 ) dan dart modal.

Strukur dan besarnya tarif secbagaimana di maksud pada avat ( 1), ( 2y dan( 3 ) di
tetapkan :

a. Untuk ternak keluar scbagat bertkut

‘{ JENIS  JENIS TERNAK DAN HASIL | JASA
]M ~ PELAYANAN IKUTANYA PELAYANAN |
| o Pemeriksaan Ternak o Sap / Kerbau/ Kuda I Rp. 7.500.- / ekor |
‘; Keluar Dacrah e Babi/ Kambing / Domba ' Rp. 1.000.- / ekor ‘
.lL e Avam/ ik / Angsa 1 Rp.  25.-/ekor |

b. Terhadap ternak vang masuk ke daerah tidak dikenakan biaya retribusi.

(1)

(U

Pasal 13

Biava Operasional sebesar 20 % dant jumlah Retribust dibertkan kepada unit /

pclaksana vang mekanismenva  dilakukan sesuai dengan  peraturan  perundang-

undangan vang berfaku

Braya operasional  scebagarmana dimaksud  pada  avat (1) diatas  adalah

brava operastonal petugas dilapangan dan Kabupaten vang diatur oleh Kepala

DinasPeternakan dengan perincian sbb

a ) administrast. pelaporan dan monioring

b) brava pemantauan, pengawasan pada pos-pos pengeluaran ternak dan brava
operasional petugas dilapangan

Upah pungut scbesar 5 % darr 80 %% jumlah retribust vang masuk Kas Dacrah

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap penvelenggaraan Pemeriksaan Ternak Keluar
Dacraly difaksanakan oleh lKepala IThinas
Membimaan dan mondormg techadap pelabkoamaan cetabhoa Pemenhsaan ternak keloan

-

Pracealy dilabooboan ot Foenaka Do,
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BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15
Retribusi yang terutang dipungut dilokasi Kecamatan, Kabupaten atau pos pemeriksaan yang

akan ditentukan olch Pctugas Pemungut Retribust yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
dimana pemeriksaan Ternak Keluar Dacrah dilakukan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSE TERUTANG

Pasal 16
Masa rettbust untule pemerthsaan Ternake Belune Dacrah adalah janpka wakte yang lamanya
[ ( satu ) kah perjalanan,

Pasal 17

Saat retribust terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 18
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan
() Retribust di pungut dengan menggunakan SKRD

(3) Dalam hal wajib retribust tidak membayar tepat waktu akan ditagith dengan
menggunakan STRD

(4) Pemungut retribust ternak pada Perusahaan dan atau Pedagang adalah Petugas
Pemungut yang ditunjuk Kepala Dinas

(5) Retnibust yang dipungut olch unit / pclaksana disetorkan kepada bendahara penerima
paling lambat tanggal 15 sctiap bulannya.



(1)

(1)

BAB X1
TATA CARA PENDAPATAN
Pasal 19
Untuk mendapatkan data wajitb Retribust perlu di laksanakan survey pendapatan wajib
Retribust secara kontinyu di  semua Kecamatan dalam wilayah Kabupaten

Lampung Timur .

Kegiatan Pendapatan di awali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan
berupa formulir survey pendapatan pada lokast yang telah ditentukan.

BAB X1V
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 20
Wajtb retribust wajib mengist SPRD.
SPRD schbagarmana di maksud pada avat (1) harus di 1st dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditangani olch wajib retribust kuasanya.
Bentuk st serta cara pengrstan dan penvampartan SPRD - sebagarmana dimaksud
ayat (1) sebagaimana terlampir pada Keputusan int.
BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSH
Pasal 21

Berdasarkan SPRID scbhagarmana dr maksud dalam Pasal 46 avat (1) ditetapkan retribuss
denpan menerbitkan SKRD

Dalam hal SPRD tidak dipenuht oleh wajib Retribust sebagaimana mestinva, maka
diterbitkan SKRD secara jabatan

Apabila  berdasarkan hasil pemeriksaan  di temukan data baru dan atau data yang
semula belum terungkap vang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang
terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

Bentuk is1 dan tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan

SKRD Jabatan sebagaimana di maksud pfada avat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas .

-

BAB XVI
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRDKBT sebagatmana dr maksud dalam pasal 17

T A8 B B NS P RN (DR NN (NN (NN RN [ ISR SR IR I PV T | 1 1
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(2) SKRD, SKRD sccara jabatan. SKRDKBT dan STRD untuk masing — masing wajib
Retribust di catat sesuar NPWRD.

—
(o9

Arsip Dokumen vang telah di catat di simpan sesuai dengan Nomor Berkas secara
berurutan.

(4) Petugas pemungut retribust wajb melaporkan perkembangan retribust pemeriksaan
paling lambat tangpal 195 schap bularnya ke Dinas Peternakan

Pasal 23
(1) Besarnya penetapan dan penvetoran retribust di himpun dalam buku jenis retribust.

(2) Atas dasar buku jenis retribust sebagaimana di maksud pada ayat (1) di buat dafter
penerimaan dan tunggakan per-jenis retribust.

(3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana di maksud pada ayat (2)
dibuat laporan rcalisast pencrimaan dan tunggakan perjenis sesuai dengan masa
retribusi .

(4) lLaporan realisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, disampaikan setiap 3 { tiga )
bulan Kepada Bupatr.

BAB XVII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan . keringanan dan pembebasan Retribust

(2) Tata cara pcmberian pengurangan | Keringanan dan pembebasan Retribust sehagaimana
di maksud pada avat (1) ditctapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIH

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSTADMININTRASEDAN PEMBATATLAN

Pasal 23

(I Wapb Retribusi dapat mengajukan  permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam
penerbitannya kesalahan tuhs - Kesalahan hitung dan atau kekehruan dalam penerapan
Peraturan Perundanpg-undanpgan Retribust Dacrah

¢ Waph o Retnbaa dapat menpagukan pecnmohonan, pengutanean,  ketmganan alau
penghapusan sanksy admimistrast berupa bunga dan kenaikan Retribust yang terutang
dalam hal sanksi tersebut di kenakan karena kekhifafan wajib retribusi atau bukan karena
kesalahannya.

(3) Wayib Retribust dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan
Retribusi vang tidak benar.



(4)

(3)
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(6)

Permohonan pembetulan sebagaimana di maksud pada avat (1) Pengurangan . Ketetapan,
Penghapusan atau pengurangan , Sankst administrasi sebagaimana di maksud pada ayat
(2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus di sampaikan secara
tertulis oleh wajib retribust kepada Bupatt paling lama 30 (tiga puluh ) hart sejak tanggal
dr terima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menvyakinkan
untuk mendukung permohonannya.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh
Bupati atau Pcjabat vang di tunjuk paling lama 3 (Tiga ) bulan s¢jak Surat pcrmohonan di
terima.

Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana di maksud pada ayat (5)
Bupati tidak memberikan Keputusan , maka permohonan pembetulan | sanksi
administrasi dan Pembatalan di anggap di kabulkan.

BAB XIX
PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 26

Atas kelebthan pembayaran retribust Wajib Retribust dapat mengajukan permohonan
pengambilan kepada Bupat

Bupatt  dalam panpka waktu palmg Tama 6 cnam ) bulan scjak di terimanya
permohonan kelebihan pembavaran retribust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
membertkan keputusan

Apabila jangka waktu sebagaimana di maksud pada aye* (2) telah dilampaur dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan | permohonan pengambilan kelebthan retribust di
anggap di kabulkan dan SKRDILB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat |
( satu ) bulan,

Pengembalian kelebithan pembayaran retribust sebagaimana di maksud pada ayat (1)
apabila Wapb Retribusi mempunyai  utang keputusan lainnya | kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) fangsung di perhitungkan untuk melunasi
terlebth dahulu utang retribust tersebut

Pengembalian kelebthan pembayaran retribust sebagaimana di maksud pada ayat (4)
dilakukan dalam janpka waktu 2 (dua ) bulan, sejak diterbitkannya SKRDII3

Apabila penpambilan kelebiban pembavaran cetabust de faknkan setelah fewat jangka
waktu 2 dua ) bulan, kepala dacrah memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembavaran kelebihan retribust.

-

Pasal 27

Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retibusi diajukan secara tertulis kepada
Bupatt dengan sckurang kuranpnya menyebutkan

I ey cfa aabamaat sty retrrbyrieg



¢.  besarnva kclebthan pembavaran
d. alasan yang singkat dan jclas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung
atau melalui pos tercatat

(3)  Bukt pencrimaan oleh pejabat dacrah atau bukte pengiriman pos tercatat merupakan
bukti saat pcrmohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

(1) Pengembalian kelebthan retribust di lakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
membayar kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebthan pembayaran retribust di perhitungan dengan utang retribusi lainnya
sebagaimana di maksud dalam pasal 22 ayat (4) pembayaran di lakukan dengan cara
pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTANSI PEMUNGUT
Pasal 29
(1) Intansi pemungut bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Intanst Pemungut datam melaksanakan tugasnya secara teknts  sesual dengan prosedur
dan ketentuan Peraturan perundang undangan vang berlaku

(3) Intanst pemungut wajib melaksanakan system Intormast Manajemen dan Evaluasi
terhadap Pemeriksaan Ternak Keluar Dacrah.
BAB XXI1
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 30
Penpawansan dan Penpendaliom terhadap pelalcamaan keptan Operastional  didapangan
dilakukan olch Kepala Dinas atau Petugas o Pejabat vang ditunjuk untuk 1ta
B/\;i XXII
KETENTUAN PENU’TUP
Pasal 31

Flal  hal vang belum datur dalam Peraturan Bupati inn, sepanjang mengenat pelaksanaannya
akan dratur Tebib lanjut ofeh Keputusan Kepala Dinas.



Pasal 32

Peraturan Bupati in1 mulat berlaku pada tanggal diundangkannya, agar setiap orang dapat
mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal o Mer o 2005

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,

—___

SYAIFUL ANWAR HAM, SH

Diundangkan di

- Sukadana
pada tanggal

g Ve 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

) i
//\/ -
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